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TENTANG 

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA  

 

I. UMUM 

Dalam rangka mendorong Perusahaan Terbuka untuk menerapkan 

tata kelola perusahaan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur 

tata kelola perusahaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di 

sektor Pasar Modal yang wajib dilaksanakan. Namun demikian, tata kelola 

perusahaan yang telah diatur tersebut belum mencakup semua aspek tata 

kelola perusahaan, karena tidak semua aspek tata kelola dapat diterapkan 

sama untuk seluruh Perusahaan Terbuka sementara kegiatan usahanya 

di sektor, jenis industri, ukuran berbeda serta kompleksitas 

perusahaannya pun berbeda. Memperhatikan hal tersebut, maka dalam 

Peraturan ini diatur penerapan Pedoman Tata Kelola perusahaan yang 

belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor 

Pasar Modal yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik, 

namun sudah seharusnya atau selayaknya diterapkan oleh Perusahaan 

Terbuka dalam bentuk Pedoman Tata Kelola yang pelaksanaannya 

dilakukan melalui pendekatan “Terapkan atau Jelaskan” (Comply or 

Explain). Pengaturan tata kelola perusahaan dengan pendekatan tersebut 

diharapkan dapat mendorong Perusahaan Terbuka untuk 

menginternalisasikan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. 

Peningkatan penerapan tata kelola perusahaan oleh Perusahaan Terbuka 
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juga sangat diperlukan dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) 2015, sehingga tingkat tata kelola Perusahaan Terbuka setidaknya 

dapat disejajarkan dengan tata kelola perusahaan di negara ASEAN 

lainnya.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 3   

               Cukup jelas.  

 

Pasal 4 

        Cukup jelas. 

  

 Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa: 

a. Penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan 

efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan  

b. Penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan 

bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka 

penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

Perusahaan Terbuka. 
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Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id

